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Perbaikan Sistem Pertanggungjawaban Pejabat Publik mempunyai tujuan agar Penyelenggaraan Negara bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sebagaimana diamanatkan melalui TAP MPR XI/MPR/1998. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Sehingga, Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.
Dalam ketentuan tersebut perlu disusun suatu model pertanggung jawaban pejabat publik, agar kinerja pejabat publik dapat dinilai secara lebih komprehensif dan adil. Selanjutnya, melalui sistem pertanggungjawaban yang baik, akan dapat dibangun pilar-pilar Good Governance, yaitu transparansi dan partisipasif.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, dan memuat Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019. Hasil dari capaian tujuan dan sasaran tersebut kemudian dianalisis dan dituangkan ke dalam bentuk buku laporan.
Dengan disusunnya Buku LKj Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini, diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak yang berkompeten dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan untuk perencanaan yang akan datang.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tujuan menginplementasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertangggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.2 Data Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum

Pembangunan bidang ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, guna meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja.

Untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka, angkatan kerja serta terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja, diperlukan struktur program yang lebih fleksibel.
Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu dari Dinas yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dibentuk berdasarkan :
1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 62 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

1.2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 62 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

a. Tugas

	Membantu Bupati Tanjung Jabung Barat melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah bidang Tenaga Kerja serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.



b. Fungsi

1. Perumusan kebijakaan dibidang  dibidang tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan  dibidang tenaga kerja;
3. Pelaaksanaan evaluaasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tersebut diatas, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris serta 3 (tiga) Kepala Bidang dan 8 (delapan) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : 
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
2. Seksi Perluasan  Kesempatan Kerja
3. Seksi Pelatihan dan  Produktivitas Tenaga Kerja
d. Bidang Hubungan Industrian dan Jaminan Sosial terdiri dari:
1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 
2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial
3. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 62 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja diterangkan dalam bagan sebagai berikut :
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Seksi Penempatan Tenaga Kerja
Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja



UPTD BLK
Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial

Seksi Pelatihan dan  Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Perluasan  Kesempatan Kerja
Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial


1.3 Sistematika Penyajian LKj

 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2020. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKj Dinas Tenaga Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :


1. Bab I	:  Pendahuluan;
2. Bab II	:  Perencanaan Kinerja;
3. Bab III	:  Akuntabilitas Kinerja (Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi 
              Anggaran);
4. Bab IV	:  Penutup.
































BAB II

PERENCANAAN KINERJA


2.1 PERENCANAAN KINERJA

2.1.1 Rencana Strategis 2016 – 2021

	Sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai institusi yang membantu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan program kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.
Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016 – 2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen yang mengimplementasikan kebijakan dan program Bupati Tanjung Jabung Barat ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang diuraikan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan pendukung yang ingin dicapai dalam tahun 2020. 
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2020 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020.

	Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2016-2021, adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”

[bookmark: page11]	Makna pokok yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Merupakan Daerah yang memiliki standar hidup yang relatif tinggi serta ekonomi merata. Meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat, PDRB tinggi melalui eksploitasi Sumber Daya Alam, mengembangkan industri yang beragam, dan ekonomi kerakyatan.

2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Adil, adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal baik menyangkut benda atau orang, Meningkat anggaran daerah yang prorakyat, terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan agraria yang lebih adil bagi rakyat, Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Makmur, Makmur kehidupan warganya dan melimpah kekayaan wilayahnya ini dapat dilihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Bermartabat, Suatu kondisi kehidupan manusia ideal, yakni lengkapnya penghargaan dan pemenuhan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karsanya secara nyata 

5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Berkualitas, adalah tingkat baik buruknya atau taraf hidup atau derajat hidup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

	Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan 4 (empat) Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017 – 2021 sbb :
Misi I	: Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan   Infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas 
Misi II 	: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup 
Misi III	  :..Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan 
Misi IV :.Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik 
	
Dari keempat misi tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menitik beratkan pada pencapaian target misi  ketiga yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agroindustri dan Perikanan dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja dengan sasaran peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
	Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka dilakukan kajian dan analisis untuk menetapkan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan dinas
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan program keuangan dan aset
6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi
7. Progam  Peningkatan Kesempatan  Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja yang ditempatkan 
8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, kinerja yang ingin dicapai adalah penurunan pelanggaran kasus norma tenaga kerja

	Guna mewujudkan Visi dan Misi tersebut, terdapat Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:







Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan                            

                                                                                     

	VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas

	MISI II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelastarian linkungan hidup
MISI III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan  

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	1. Menyediakan tenaga kerja terampil serta menciptakan wirausaha baru
	1.Peningkatan kualitas sumber daya manusia pencari kerja
	1. Melaksanakan pelatihan pencari kerja kejuruan
	1. Merencanakan jenis pelatihan sesuai kebutuhan pasar guna menambah keterampilan pencari kerja dan meningkatkan penghasilan Keluarga  
2. Mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Swasta (LPTKIS)


	2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
	2.Peningkatan Penempatan tenaga kerjadan perluasan kesempatan kerja
	2.Melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, AKAD dan  Monitoring TKWNAP serta  Persiapan dan Pembanguna BLK 
	1. Menyediakan informasi pencari kerja kepada pengguna tenaga kerja melalui IPK baik secara manual maupun Online
2. Menyalurkan Lulusan (Pencari Kerja) kePerusahaan Melalui Bursa Kerja Khusus (BKK)
3. Membuat Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja AKAD sesuai Permenaker 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja 
4. Mengeluarkan Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKWNAP) berdasarkan Retribusi yang disetor ke Kas Daerah
5. Memfasalitasi Pembangunan BLK dengan menyediakan Aset Tahah, Dokumen UKL/UPL dan Studi Kelayakan 
6. Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) 
7. Melakukan Koordinasi Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh BLK dan penyalurkan Lulusan ke Perusahaan dan OranisasiYang Membutuhkan 

	3. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis,   dinamis berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjadan Penyelesaian perselisihan hubungan indusrial dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja
	3.Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial  tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja
	3.Menerapkan ketaatan perusahaan terhadap peratuan perundang-undangan ketenagakerjaan Pembinaan  Hubungan Industrial Tenaga Kerja
	1. Melakukan Pembinan dan Pemantauan kepada untuk mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan menerapkan UMK
2. Melakukan pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan  (PP) dan Pendaftran Perjanjian Kerja Bersama ( PKB)
3. Melakukan Pembinaan untuk mengikuti Norma Kerja dan terlaksananya Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4. Melakukan Pembinaan Organiasi Pekerja, Pengusahan, Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit
5. Melakukan Falitasi  Kebijakan Penerapan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indudustrial 




2.2 Rencana Kinerja Tahun 2020
 Dalam Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :
	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET 2020

	(3)
	(4)
	(5)

	Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
	1. Persentase tenaga kerja yang di tempatkan sesuai kompetensi

2. Presentase wirausaha baru mandiri
	80%


30 Org 

	
	3. Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja 
	77,50%

	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja,hubungan industrial  tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja 
	4. Cakupan perusahaan yang terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
	100 %

	
	5. Penurunan jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang di selesaikan
	80 %

	
	6. Penurunan jumlah kasus kecelakaan kerja,kesehatan kerja
	80 %




2.3 PENETAPAN KINERJA

	Penetapan Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas serta terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

	Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), APBD Tahun 2020, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2020.

	Dalam mencapai Penetapan Kinerja Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan 2 (dua) Tujuan, 2 (dua) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan uraian sebagai berikut :











	NO
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN
	TARGET 2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Menyediakan tenaga kerja terampil serta menciptakan wirausaha baru 
	Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
	1. Persentase tenaga kerja yang di tempatkan sesuai kompetensi

2. Presentase wirausaha baru mandiri
	80%



30 Org 

	
	
	
	3. Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja 
	77,50%

	2.
	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan indusrial dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja 
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja,hubungan industrial  tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja 
	4. Cakupan perusahaan yang terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
	80 %

	
	
	
	5. Penurunan jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang di selesaikan
	80 %

	
	
	
	6. Penurunan jumlah kasus kecelakaan kerja,kesehatan kerja
	80 % 
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	Untuk mendukung agar tercapainya 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada Penetapan Kinerja Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan anggaran sebagai berikut :

	NO
	
PROGRAM

	ANGGGARAN
	KET.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Rp.
	912.283.357
	APBD

	2.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Rp.
	405.240.000
	APBD

	3.
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Rp.
	28.700.000
	APBD

	4.
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
	Rp.
	35.000.000
	APBD

	5.
	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
	Rp.
	53.101.250
	APBD

	6.
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Rp.
	304.669.610
	APBD

	7.
	Progam  Peningkatan Kesempatan  Kerja
	Rp.
	671.937.500
	APBD

	8.
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	Rp.
	142.160.000
	APBD

	TOTAL
	Rp.     2.553.141.717
	APBD


























BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


	Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah perwujudan kewajiban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

a. Masukan (input) adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber  daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya;

b. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapain sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap barang/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

[bookmark: page15]Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian ( target) kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD/APBN tahun berjalan; membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.
Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kab.  Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 -2021, untuk tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan berbagai program kegiatan yang mendukung sasaran strategis.  Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:
	[bookmark: page21]No
	Sasaran Kinerja
	IKU OPD
	Target
	Capaian

	1.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Disnaker
	Baik
	Baik

	
	
	1. Nilai AKIP Disnaker
	Baik
	Baik

	
	
	1. Presentase Penurunan temuan hasil pemeriksaan inspektorat
	B
	B

	2.
	Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
	1. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sesuai kompetensi
	300 Orang
	426 Orang


	
	
	1. Persentase wirausaha baru mandiri
	50 Orang
	100%

	
	
	1. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	70,15%
	75,42%

	3.
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	1. Persentase Cakupan perusahaan yang terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
	20 Perusahaan
	100% 

	
	
	1. Persentase Penurunan jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
	20 Kasus
	23 Kasus Diselesaikan (115%)


	
	
	1. Persentase Penurunan jumlah kasus kecelakaan dan meningkatnya kesehatan kerja
	20 Kasus
	100%




3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan yang mendukung pencapaian kinerja dapat digambarkan dalam Realisasai APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

TUJUAN  : Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin

SASARAN : Peningkatan perluasan dan penambahan daya serap lapangan kerja















Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun 2019

	
	
	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN

	No
	PROGRAM/KEGIATAN
	

	
	
	PAGU
(Rp)
	REALISASI
(Rp)
	KEUANGAN
%
	FISIK
(%)

	1.
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
	813.399.847,00
	772.347.557
	94,95
	100

	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.755.000,00
	1.755.000
	     100
	100

	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
	68.599.992,00
	43.905.991
	64,00
	100

	
	Penyediaan Jasa Adm Keuangan
	92.005.000,00
	92.005.000
	100,00
	100

	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	33.505.816,00
	32.503.600
	97,01
	100

	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	69.268.434,00
	69.218.433
	99,93
	100

	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	16.585.000,00
	12.985.000
	78,29
	100

	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	14.268.160,00
	14.265.300
	99,98
	100

	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	6.000.000,00
	6.000.000
	100,00
	100

	
	Penyediaan Makanan & Minuman
	5.200.000,00
	5.200.000
	100,00
	100

	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	500.212.445,00
	488.589.233
	97,68
	100

	
	Penyediaan Media Cetak/Elektronik
	6.000.000,00
	5.920.000
	98,67
	100

	2.
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
	794.268.403,00
	765.407.309
	96,37
	100

	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	602.728.403,00
	591.472.500
	98,13
	100

	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	37.040.000,00
	37.040.000
	100,00
	100

	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas
	136.800.000,00
	119.194.809
	87,13
	100

	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
	17.700.000,00
	17.700.000
	100,00
	100

	3.
	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
	26.000.000,00
	25.900.000
	99,62
	100

	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
	26.000.000,00
	25.900.000
	99,62
	100

	
	
	
	
	
	

	4.
	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
	44.000.000,00
	32.870.000
	74,70
	100

	
	Pengembangan SDM
	44.000.000,00
	32.870.000
	74,70
	100

	5.
	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
	44.501.250,00
	39.951.250
	89,78
	100

	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja
	44.501.250,00
	39.951.250
	89,78
	100

	6.
	PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	360.031.000,00
	351.336.000
	97,39
	100

	
	Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Bordir
	91.790.000,00
	90.105.000
	98,16
	100

	
	Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Menjahit
	268.241.000,00
	261.231.000
	97,39
	100

	7.
	PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
	168.477.000,00
	167.747.000
	99,57
	130

	
	Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP
	62.477.000,00
	62.477.000
	100,00
	142

	
	
	
	
	
	

	
	Bursa Kerja Online ( BKOL )
	106.000.000,00
	105.270.000
	99,31
	118

	8.
	PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA  KETENAGAKERJAAN
	142.160.000,00
	125.963.000
	88,61
	102,5

	
	Pembinaan Sistem Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	17.725.000,00
	17.143.000
	96,72
	100

	
	Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga  Kerja
	4.430.000,00
	4.430.000
	100,00
	100

	
	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	40.285.000,00
	39.235.000
	97,39
	115

	
	Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit
	22.225.000,00
	19.875.000
	89,43
	100

	
	Pembinaan Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial di  Perusahaan
	13.585.000,00
	13.585.000
	100,00
	100

	
	Pemberdayaan K3 di Perusahaan
	43.910.000,00
	31.695.000
	72,18
	100

	
	TAHUN 2019
	2.392.837.500,00
	2.281.522.116
	92,62
	103,42

	
	TAHUN 2018
	2,228,039,860,00
	2,051,831,969
	92.09
	97.58





		Target Belanja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan 31 Desember 2019 yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan sehingga dapat mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan pencapaian kinerja yang optimal dengan pagu sebesar Rp. 2.392.837.500,-




































BAB IV

PENUTUP

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj ) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 yang memuat Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, disusun sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah.

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2020, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

1. Mekanisme perencanaan yang detail dan selektif;

2. Perencanaan yang efisien;

3. Perencanaan yang selektif;

4. Tepat sasaran; dan

5. Pelaksanaan sesuai jadwal.


Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

1. Penentuan target kegiatan yang tinggi dan terlalu rendah berakibat pada realisasi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
Sedangkan strategi peningkatan kinerja yang ditempuh adalah :
2. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarannya.
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

4. Optimalisasi fungsi perencanaan dan koordinasi.


Langkah-langkah yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi perencanaan kegiatan.

2. Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadual dengan tepat waktu dan akuntabel.

3. Meningkatkan intensitas koordinasi antar Instansi/ Badan/ Lembaga/ Dinas terkait.


	
image2.png
NIP. 19780426 199612 1 001




image1.gif




image1.jpeg




